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DENGAN
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Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh Belas bulan April tahun dua ribu delapan belas
(17-04-2018), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BUDI KARYA SUMADI, selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016,
tanggal 27 Juli 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja
Periode Tahun 2014 — 2019, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8,
Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. TRI HANGGONO ACHMAD, selaku Rektor Universitas Padjadjaran, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran berdasarkan Keputusan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor
137/M/Kp/IVI2015 tanggal 2 April 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas
Padjadjaran Periode 2015-2019, beralamat di Gd. Rektorat Unpad Jalan Raya
Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363, untuk selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor
BA 7 Tahun 2012 dan Nomor 22638/UN6.RKT/TU/2012 tanggal 28 September 2012,
yang telah berlaku selama 5 (lima) tahun dan telah berakhir masa berlakunya pada
tanggal 28 September 2017,



b.

bahwa PARA PIHAK memandang perlu untuk memperbarui Kesepakatan Bersama
dalam rangka lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di Bidang
Transportasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana
tersebut di atas, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan
Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM

Dasar Hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini sebagai berikut:
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(1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di
Bidang Transportasi;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas
Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap
Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Kesepakatan Bersama,
dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM. 117 Tahun 2017.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam
rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi.



(2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan tujuan untuk lebih meningkatkan mutu dan
kemampuan sumber daya manusia di bidang transportasi.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. Pendidikan, bimbingan, pengajaran dan/atau pelatihan bagi tenaga professional dan
civitas akademika;

Penelitian, pendataan, pengkajian, dan pengembangan;

Perencanaan dan rekayasa;

Kegiatan ilmiah dan semi ilmiah;

Pengelolaan dan/atau pemberian pelayanan teknis;

Pertukaran informasi;

Konsultasi dan asesmen;

Dokumentasi; dan

Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam addendum.
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PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi PARA PIHAK;

b. Menyediakan SDM, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan
kemampuan dan kewenangan PARA PIHAK;

c. Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan dan pengembangan di bidang transportasi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada PARA PIHAK;

Mengutamakan kelancaran tugas pokok PARA PIHAK; dan

e. Menjaga kerahasiaan PARA PIHAK dan rahasia bersama, dan tidak akan
menyebarluaskan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.

Q.

PASAL §
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk
Perjanjian Kerja Sama, dalam hal ini akan ditandatangani oleh Pejabat yang
berwenang di lingkungan PARA PIHAK sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan
ditandatangani selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak
ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.

(3) Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.



PASAL 6
BIAYA

Segala biaya yang timbul akibat dari Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada
anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
belaku.
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PASAL7
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka wakiu 5 (lima) tahun terhitung sejak
ditandatangani serta dapat diubah dan diperpanjang berdasarkan kesepakatan
PARA PIHAK.

Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu
melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8
ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur danfatau belum tercakup dalam Kesepakatan
Bersama ini dan/atau apabila Kesepskatan Bersama ini akan diubah atau
diperpanjang, akan dituangkan dalam addendum, yang selanjutnya merupakan
bagian yang tidak terpisah dari Kesepakatan Bersama ini.

Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibuat berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK, sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan
dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat daiam rangkap 2 (dua) asli bermeterai
cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang mempunyei

kekugtan hukum yang sama.

_ PIHAK hEDUA PIHAK PERTAMA,




